
KEPUTUSAN 
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMMAH KONSTITUSI 

NOMOR 11.1 TAHUN 2026 

TENTANG 

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK 
MAHKAMAH KONSTITUSI TAHUN 2026 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka membuka akses bagi masyarakat 

terhadap informasi publik Mahkamah Konstitusi, 

mempertahankan akuntabilitas dan transparansi, serta 

kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, 

diperlukan pemutakhiran daftar informasi publik 

Mahkamah Konstitusi; 

  b. bahwa untuk maksud pada huruf a, perlu menetapkan 

Daftar Informasi Publik Tahun 2026. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554); 

  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Indonesia Nomor 4846) 

  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republk Indonesia Nomor 5038); 
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  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

152 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5071); 

  6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan 

Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 

tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 158); 

  7. Peraturan Komisi lnformasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang 

Prosedur Penyelesaian Sengketa lnformasi Publik (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649); 

  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741); 

  9. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 
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KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Mahkamah 

Konstitusi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat 

kekeliruan, akan diadakan perbaikan. 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi; 

2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat; 

3. Yth. Sekretaris Komisi Informasi Pusat. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 5 Januari 2026 

SEKRETARIS JENDERAL 

HERU SETIAWAN 

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Mahkamah 

Konstitusi Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran I. 

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 
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kekeliruan, akan diadakan perbaikan. 

 

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi; 

2. Yth. Ketua Komisi Informasi Pusat; 

3. Yth. Sekretaris Komisi Informasi Pusat. 

 

Ditetapkan di Jakarta 

Pada tanggal 5 Januari 2026 

SEKRETARIS JENDERAL 

HERU SETIAWAN 
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DAFTAR INFORMASI PUBLIK 

MAHKAMAH KONSTITUSI 

TAHUN 2026 

*Tidak terdapat informasi dikecualikan yang habis jangka waktu pengecualian. 

No.. 
Ringkasan Isi 

Informasi 

Unit Kerja 

yang 

Menguasai 

Informasi 

Penanggung 

Jawab 

Pembuatan 

Informasi 

Waktu dan 

Tempat 

Pembuatan 
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Bentuk 
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yang 

Tersedia 

Jangka Waktu 

Penyimpanan 
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Pokok dan 

Fungsinya) 

Kepala Bidang 

Sistem 

Informasi dan 
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Biro Sumber 

Daya 
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Kepala Bagian 
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